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KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JATILOR NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA LOKA MUKTI JATILOR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa,
Pemerintah Desa Jatilor telah membentuk Badan Usaha
Milik Desa Loka Mukti Jatilor;

bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli
Desa, memajukan perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat serta penguatan Badan Usaha Milik Desa
melalui kebijakan yang sistematis, terukur dan terarah
guna mewujudkan perencanaan pembangunan
perekonomian Desa secara berkelanjutan, maka
diperlukan Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha
Milik Desa Loka Mukti Jatilor;

bahwa  berdasarkan = pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa
Jatilor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan
Usaha Milik Desa Jatilor;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914);


http://www.desajatilor.grobogan.go.id/
mailto:jatilor@grobogan.go.id

3.

10.

-2 -

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);
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11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun
2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun
2024 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);

16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di
Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);

17. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Desa Loka Mukti Jatilor
(Lembaran Desa Jatilor Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
dan

KEPALA DESA JATILOR
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA  TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DESA JATILOR NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA LOKA
MUKTI JATILOR

Pasal l

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Desa Jatilor Nomor 8
Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Loka
Mukti Jatilor (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2021 Nomor 8)
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut
Pasal 4

Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa Loka
Mukti Jatilor sebagaimana tercantum dalam Lampiran
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yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa
Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 19 Pebruari 2025

KEPALA DESA JATILOR,
Cap ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 19 Pebruari 2025

SEKRETARIS DESA JATILOR,
Cap ttd
SUPARWAN
LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2025 NOMOR 3
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA JATILOR,

\[;\ Telah ditandatangani
)&l secara elektronik oleh:

SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes



LAMPIRAN PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TANGGAL 19 PEBRUARI 2025

PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
BUM DESA LOKA MUKTI JATILOR

PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025



LAMPIRAN PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TANGGAL 19 PEBRUARI 2025

PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) LOKA MUKTI JATILOR

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai
pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah
lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai
badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin
penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen
berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia
layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi
penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan

manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi
oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari
kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ
tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan

utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) BUM Desa ini bernama BUM Desa LOKA MUKTI JATILOR
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
(2) BUM Desa LOKA MUKTI JATILOR berkedudukan di Desa Jatilor

Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.



(1)

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud pendirian BUM Desa adalah sebagai upaya menampung
seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang

dikelola oleh desa maupun kerjasama antar-desa.

(2) Tyjuan pendirian BUM Desa adalah :

(1)

(2)

a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha,
serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian
dan potensi Desa;

b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan
barang/jasa dan pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa
serta pengelolaan lumbung Desa;

c. memperoleh keuntungan atau laba bersih untuk peningkatan
pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya
manfaat atas sumber daya Desa;

d. pemanfaat aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset
Desa; dan

e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

BAB III
JENIS USAHA

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa
dapat menjalankan usaha dalam bidang:
a. perdagangan;
b. wisata dan edukasi;
c. jasa; dan
d. ketahanan pangan.
Menjalankan wusaha dalam bidang perdagangan, wisata, jasa,
pertanian, pengelolaan air bersih, perikanan, peternakan dan
internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran
yang meliputi:
1. 46201 PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil

pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku
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atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti
padi, jagung, gabah, gandum dan seralia lainnya. Termasuk
perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija, dan
serealia lainnya.

46638 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM
MATERIAL BANGUNAN Kelompok ini mencakup usaha
perdagangan besar macam-macam material bangunan,
seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.

47112 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM
BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU
TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET
(TRADISIONAL) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan
eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya
bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di
dalam bangunan bukan swalayan/supermarket/ minimarket.
Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan
makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, kosmetik
dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan
kebutuhan pokok.

47211 PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus
padi dan palawija, di dalam bangunan seperti gabah, jagung,
ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah,
kacang hitam dan kacang polong.

47192 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM
BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN
ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN
DI TOSERBA (DEPARTEMENT STORE) Kelompok ini
mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang
yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau
bukan toserba/department store. Pada umumnya barang-
barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot
rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik,
yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Misalnya toko
barang kelontong

47214 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus
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hasil peternakan di dalam bangunan, seperti susu dan telur,
termasuk pula daging ternak dan unggas.

47301 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK,
BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLIUM
GAS (LPG) DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR
TRANSPORTASI DARAT, LAUT DAN UDARA Kelompok ini
mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak,
bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain di sarana
pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan
udara (seperti SPBU, SPBG dsb) untuk kendaraan bermotor
seperti mobil dan sepeda motor (misalnya bensin, solar,
BBG, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed
boat dan genset. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan
dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products,
bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk
keperluan mobil dan sepeda motor.

47302 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK,
BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLIUM
GAS (LPG) SELAIN DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR
TRANSPORTASI DARAT, LAUT DAN UDARA Kelompok ini
mencakup perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan
bakar gas, LPG atau jenis bahan bakar lain selain di sarana
pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut dan
udara (seperti agen BBM, agen LPG dsb).

47528 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM
MATERIAL BANGUNAN Kelompok ini mencakup wusaha
perdagangan eceran khusus berbagai macam material
bangunan, seperti semen, pasir , paku, cat dan lain-lain.
47611 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN
GAMBAR Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran
khusus alat tulis-menulis dan gambar, seperti pensil,
pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka,
kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja
gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat
air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex,

tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis.
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47650 PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON
DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON Kelompok ini
mencakup usaha perdagangan eceran khusus kertas, karton
dan barang dari kertas/karton, seperti kertas HVS, kertas
doorslag, kertas kraft, kertas tipis, kertas kalkir, kertas
berwarna, karton manila, karton buffalo skin, karton serat
(fiber board), kertas pembungkus (wrapping), karton
kemasan untuk makanan/minuman, kantong kertas,
kertas/karton berlapis, kertas surat (stationary), stensil
sheet, kertas karbon dan kertas duplikator.

47721 PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT
FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTIK Kelompok ini
mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang
farmasi dan obat-obatan untuk manusia yang berbentuk jadi
(sediaan) di apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul,
salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi,
seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga,
saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi,
kelainan hormon dan vitamin-vitamin serta suplemen
kesehatan, termasuk juga barang keperluan kesehatan dari
karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu,
kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet
karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk botol
kecil (vial) farmasi.

47763 PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS
HAMA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran
khusus berbagai macam pupuk dan pemberantas hama,
seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk
buatan majemuk dan campuran (mono amonium fosfat,
diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam
(pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida,
fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisida.
82190 AKTIVITAS FOTOCOPY, PENYIAPAN DOKUMEN DAN
AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA
Kelompok ini mencakup aktivitas penyedia jasa khusus
penunjang kantor atau perusahaan lainnya yang tidak dapat

diklasifikasikan di tempat lain, seperti penyiapan dokumen,



editing dan koreksi dokumen, pengetikan, pengolahan kata
atau desktop publishing, jasa penunjang sekretariat,
perekaman dokumen dan jasa sekretariat lainnya, penulisan
surat atau ringkasan, persewaan kotak surat dan jasa postal
dan surat menyurat lainnya (kecuali direct mail advertising),
jasa fotokopi, penggandaan, blue printing, jasa pengolah
kata, jasa penggandaan dokumen lain yang juga
menyediakan jasa pencetakan, seperti pencetakan offset,
pencetakan cepat, pencetakan digital dan pencetakan

prepress.

b. Menjalankan usaha dalam bidang Wisata yang meliputi:

1.

79121 AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA Kelompok ini
mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan
dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata
termasuk wisata alam di kawasan hutan, yang meliputi
sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa
pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah
Indonesia dalam bentuk paket wisata; melakukan
penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara
menyalurkan melalui Agen Perjalanan dan atau menjualnya
langsung kepada wisatawan atau konsumen; melakukan
penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan
paket wisata yang dijual; melakukan penyediaan layanan
angkutan wisata; melakukan pemesanan akomodasi,
restoran, tempat konvensi dan tiket penjualan seni budaya
serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; melakukan
pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa
atau dokumen lain yang dipersamakan, melakukan
penyelenggaraan ibadah agama dan perjalanan insentif dan
telah mendapatkan surat keputusan sebagai biro perjalanan
wisata dari instansi yang membinanya.

91025 TAMAN BUDAYA Kelompok ini mencakup kegiatan
taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau
tempat untuk pergelaran budaya.

93232 TAMAN REKREASI/TAMAN WISATA Kelompok ini
mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan

berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani



C.

dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan
kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu
(termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan
jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

93299 AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL
Kelompok ini mencakup kegiatan hiburan dan rekreasi seperti
persewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas
rekreasi, kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan
rekreasi alami, dan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya.
Termasuk kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan
langsung selain pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau
tanpa fasilitas.

82301 PENYELENGGARA PERTEMUAN PERJALANAN
INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE) Kelompok ini
mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan
acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan
sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan
sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa
yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan
program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan
perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan
usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan.
Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, incentive,
convention and exhibition).

82302 EVENT ORGANIZER Kelompok ini mencakup kegiatan
event organizer yang mengorganisasikan rangkaian acara,
dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan,
persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai dalam
rangka membantu client mewujudkan tujuan yang
diharapkan melalui rangkaian acara yang diadakan. Jasa
event organizer adalah penyelenggaraan sebuah acara
berdasarkan pedoman kerja dan konsep acara tersebut dan
mengelolanya secara profesional. Kegiatan EO yang dicakup
pada kelompok ini adalah EO pernikahan, pesta ulang tahun

dan acara sejenisnya.

Menjalankan usaha dalam bidang Jasa yang meliputi:



36001 PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN
AIR MINUM Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air
secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan
air permukaan dari sumber air dan penyaluran air minum
secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil
tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu
pengelolaan administratif dari perusahaan air minum
tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan,
seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah,
badan-badan  sosial, badan usaha milik negara,
perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri
pengolahan dan pertokoan.

38211 PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK
BERBAHAYA Kelompok ini mencakup usaha pengopersian
lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya,
pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui
pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa
menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar
substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk
kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan
sampah organik untuk pembuangan.

56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU
(EVENT CATERING) Kelompok ini mencakup penyediaan jasa
makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan,
lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu even tertentu.
Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap
dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan
untuk kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat dan
sejenisnya. Biasanya makanan jadi yang dipesan diantar ke
tempat kerja, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya berikut
pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar
atau rapat pada saat pesta/seminar berlangsung.

64151 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL
Kelompok ini mencakup lembaga keuangan yang kegiatan
usahanya menjalankan usahanya secara konvensional,
meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan

masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam



usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat,
pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi
pengembangan usaha. Lembaga keuangan yang termasuk
kelompok ini meliputi Bank Desa, Lumbung Desa, Bank
Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit
Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK),
Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi
Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dan
sejenisnya.

66411 PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (PJP) Kelompok ini
mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa
pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan
Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup
aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana;
menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer
dan payment gateway); menerbitkan instrument/akun
pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.

61921 INTERNET SERVICE PROVIDER Kelompok ini
mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu
perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet,

atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.

d. Menjalankan usaha dalam bidang Ketahanan Pangan yang

meliputi:

1.

01111 PERTANIAN JAGUNG Kelompok ini mencakup usaha
pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan
lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan
pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman
jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan
tanaman jagung.

01113 PERTANIAN KEDELAI Kelompok ini mencakup usaha
pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan,
penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca
panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai
(kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan
pembenihan tanaman kedelai.

01114 PERTANIAN KACANG TANAH Kelompok ini mencakup

usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan
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pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga
pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan
kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk
kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.
01115 PERTANIAN KACANG HIJAU Kelompok ini mencakup
usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan
lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan
pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman
kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan
pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau.

01122 PERTANIAN PADI Kelompok ini mencakup usaha
pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan
pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan,
dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu
kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas
gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan
dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida
adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui
penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari
Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo,
Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi
Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara
turun temurun oleh petani.

01132 PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH Kelompok ini
mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari
kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan,
pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan
kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka,
belewah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk
kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura
buah.

01133 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH
Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura
sayuran buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan,
penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen
jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura

buah yang dipakai sebagai sayuran (labu), seperti mentimun,
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10.

11.

terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur (siam),
waluh/labu kuning, gambas/oyong dan sejenisnya. Termasuk
kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura
sayuran buah.

01134 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI
Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura
sayuran umbi mulai dari kegiatan pengolahan lahan,
penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen jika
menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman umbi-umbian
hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak
cina, rebung, bawang putih, bawang bombay atau bawang
merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya.
Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman
hortikultura sayuran umbi.

01135 PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA Kelompok ini
mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari
kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan
juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan
kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi
jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija,
iles-iles, porang dan umbi-umbian palawija lainnya.
Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman
aneka umbi palawija.

01136 PERTANIAN JAMUR Kelompok ini mencakup usaha
pertanian jamur mulai dari kegiatan pengolahan lahan,
penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen
jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jamur dan
truffle, seperti jamur merang, jamur tiram, jamur shitake,
jamur kuping dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan
dan pembenihan tanaman jamur.

01283 PERTANIAN CABAI Kelompok ini mencakup usaha
pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian,
pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan
pasca panen sayuran cabai (capsicum spp), seperti cabai
besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan

pembibitan dan pembenihan tanaman cabai.
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12.01461 BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING Kelompok ini
mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan
budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging.

13.01462 BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR Kelompok ini
mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan
budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan
lainnya.

14. 01465 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN/ATAU BEBEK
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan
kegiatan  pembibitan itik dan/atau  bebek, untuk
menghasilkan telur tetas, ternak bibit itik dan/atau bebek
dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya itik
dan/atau bebek untuk menghasilkan itik dan/atau bebek
pedaging, itik dan/atau bebek petelur, telur konsumsi dan
lainnya.

15.01466 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan
kegiatan pembibitan burung puyuh, untuk menghasilkan
ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas dan
peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung puyuh
untuk menghasilkan burung puyuh potong, burung puyuh petelur atau telur konsumsi.

16.01611 JASA PENGOLAHAN LAHAN Kelompok ini mencakup
usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan
perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dengan
tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah
maupun di lahan kering.

17.01612 JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN
PENGENDALIAN HAMA DAN GULMA Kelompok ini mencakup
usaha yang bergerak dalam pemupukan lahan pertanian,
penanaman bibit/benih dan pengendalian hama penyakit dan
tanaman pengganggu (gulma) tanaman pangan dan
perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

18.01613 JASA PEMANENAN Kelompok ini mencakup usaha
pemanenan tanaman atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

19.01619 JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA Kelompok ini
mencakup jasa penunjang pertanian lainnya yang belum
termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas,

seperti  penyelenggaraan = pengairan/penyiraman = serta
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(3)

(1)
(2)

(3)

penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan
dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau
kontrak.

20.03221 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM Kelompok
ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan
pembesaran serta pemanenan ikan Dbersirip, mollusca,
crustacea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya,
labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele,
lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam
semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di
bak, tong atau drum.

21.03224 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI SAWAH Kelompok
ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip , crustacea,
mollusca, dan biota air tawar lainnya di sawah. Contohnya
udang galah, nila, ikan mas, lele.

BUM Desa memiliki unit usaha BUM Desa berbadan hukum
perseroan yang bernama PT. BUM DESA LOKA MUKTI JATILOR yang
bergerak pada bidang usaha :

a. perdagangan;

b. wisata dan edukasi;

c. jasa; dan

d. ketahanan pangan.

BAB IV
ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu
Musyawarah Desa

Pasal 4

Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana
operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi

oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

a.

Musyawarah Desa tahunan; dan
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 huruf a:
a. Pelaksana operasional menyampaikan:
1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan
penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh
Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal
BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program
kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada
pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas
pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD
untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7

(tujuh) hari kalender.

Pasal 7

Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan
mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada
pada Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional
dan/atau pengawas kepada penasihat.

Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa

khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
a. Kepala Desa;
b. BPD; dan
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c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
1. penyerta modal,
2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha

BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.

(2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah

untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

5o oo

menetapkan pendirian BUM Desa;

menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan
kewajiban, serta Lkewenangan pihak penerima kuasa fungsi
kepenasihatan;

mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional
BUM Desa;

mengangkat pengawas;

mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;

memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang
diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan
penasihat;

memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah
tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai,
jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak
lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;

menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;

memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk
melaksanakan kegiatan tertentu;

memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;

menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa
dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan

tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
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(1)

(2)

(3)

membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan
aset BUM Desa;

membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang
harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau
pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan
oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;

memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum
dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas
tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa
karena keadaan tertentu,;

menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban
dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan
usaha BUM Desa;

meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk
melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan

dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua
Penasihat

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan BUM Desa, ditetapkan jumlah penasihat
adalah 1 (satu) orang.

Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara
rangkap oleh Kepala Desa.

Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Nama : PURWADI

Alamat : Dusun Mulungan RT 02 RW 05 Desa Jatilor Kecamatan

Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berwenang:

a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan

menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau

perubahannya;
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b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program
kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan
kepada Musyawarah Desa;

c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional
sesuai keputusan Musyawarah Desa;

d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara
pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional
BUM Desa;

e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun
dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan
kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa
dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa;

f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha
BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh
pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam
laporan tahunan;

g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM
Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;

h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman
BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar BUM Desa; dan

i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama
BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja
sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam

Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional
dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan
rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan
Musyawarah Desa;

c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi
BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga;
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d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan
pengelolaan usaha BUM Desa;

e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan
pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa;

f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan
organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;

g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap
penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah
Desa; dan

h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan
pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi
kepenasihatan; dan

b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
1. gaji senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan

2. tunjangan senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 14

(1) BUM Desa diurus dan dipimpin oleh 1 (satu) orang pelaksana
operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh
Musyawarah Desa.

(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu)
orang.

(3) Direktur BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
Nama : NOVITA KUSUMA WARDANI, SM
Alamat : Dusun Jatilor RT 01 RW 02 Desa Jatilor Kecamatan

Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 15

Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang

perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau

unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.

Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi syarat meliputi:

a. warga Desa Jatilor;

b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang
dapat menghambat tugas sebagai Direktur);

c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk
melaksanakan tugas sebagai direktur;

d. berpendidikan minimal SLTA/sederajat;

e. mampu melaksanakan perbuatan hukum,;

f. tidak pernah dinyatakan pailit;

g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah
usaha dinyatakan pailit;

h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai
usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;

j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan
Direktur BUM Desa.

Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa

karena alasan:

a.
b.

tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan/atau peraturan perundang-undangan;

terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
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melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;

dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap; dan

mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

a.

bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati
Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya,;
mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang
sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan
Musyawarah Desa;

mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal
organisasi maupun dengan pihak lain;

mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk
penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM
Desa;

mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain
sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-
undangan mengenai ketenagakerjaan;

melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan
Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran
Dasar BUM Desa;

melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan
Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa
atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang
ditetapkan oleh Musyawarah Desa;

melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang
ditetapkan oleh Musyawarah Desa;

melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah
Desa;

bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak

menunjuk penyelesai; dan
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mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan
dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa
mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah
Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

a.

menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan
BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud
dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di
luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan
pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa,
keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM
Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;

menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM
Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh
penasihat dan pengawas;

atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM
Desa kepada penasihat;

menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah
Desa; dan

bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan
dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau

masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

a.

mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala
hal dan dalam segala kejadian;
mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan

bendahara;
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C.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
1. gaji senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. tunjangan senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan

3. manfaat lainnya berupa tunjangan prestasi kinerja.

Bagian Keempat
Pengawas

Pasal 20

Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh

Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah

Desa.

Jumlah pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1

(satu) orang.

Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

Nama : PURWANTI, S.Pd

Alamat : Dusun Mulungan RT 03 RW 05 Desa Jatilor Kecamatan
Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi syarat meliputi:

a. warga Desa Jatilor;

b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang

dapat menghambat tugas sebagai pengawas);

c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;

d. berpendidikan minimal SLTA/sederajat;

e. tidak pernah dinyatakan pailit;

f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha

dinyatakan pailit;
g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai
usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; dan
i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama.
Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (4) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.
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Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa

karena alasan:

a.
b.

tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan/atau peraturan perundang-undangan;

terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai pengawas;

dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap; dan

mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

a.

bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program
kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan
kepada Musyawarah Desa;

bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas
dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau
perubahannya;

bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman
BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar BUM Desa;

bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama
BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja
sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar BUM Desa;

bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis
keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka
perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa
kepada Musyawarah Desa;

atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan
audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau
kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat

merugikan BUM Desa; dan
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g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM

Desa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya
pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk
pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran
Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa,;

c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan
kepada Musyawarah Desa;

d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan
pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di
ajukan kepada penasihat;

e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang
diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada
Musyawarah Desa;

f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan
tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana
operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;

g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan
pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa; dan

h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan

dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
a. gaji senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan

b. tunjangan senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 25

Pelaksana operasional dan pengawas memegang jabatan selama 5 (lima)
tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa

jabatan dengan mempertimbangkan kemampuan melaksanakan tugas
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dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan

konflik kepentingan.

Pasal 26
Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala

Desa.

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 27

(1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 90.668.500,- (sembilan puluh
juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

(2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi
atas:

a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. 83.498.500,-
(delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan
ribu lima ratus rupiah) atau 92% (sembilan puluh dua per
seratus); dan

b. Penyertaan masyarakat Desa dengan total nilai Rp. 7.170.000,-
(tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 8% (delapan per
seratus).

(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a terdiri atas :

a. uang senilai Rp 40.498.500,- (empat puluh juta empat ratus
Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah); dan

b. aset alat mesin unit usaha air bersih senilai Rp 43.000.000,-
(empat puluh tiga juta rupiah).

(1) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b terdiri atas uang senilai Rp 7.170.000,- (tujuh juta seratus
tujuh puluh ribu rupiah).

(2) Rincian penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tercatat dalam Buku penyertaan modal masyarakat.

Bagian Kedua
Aset

Pasal 28
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(1) Aset BUM Desa bersumber dari:

penyertaan modal;

. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
. hasil usaha;

d.

€.

pinjaman; dan/atau

sumber lain yang sah.

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara

(1)

(2)

berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 29

Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud

dalam pasal 28 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.

Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM

Desa.

Bagian Ketiga
Pinjaman

Pasal 30

(1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan

(2)

memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta

kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan,

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam

negeri lainnya dengan ketentuan:

a.

pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau

pembentukan Unit Usaha BUM Desa;

. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman,

bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa

masa jabatan direktur;

. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua)

tahun berturut-turut;

tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan

. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil

manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan

jaminan atau agunan.
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(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 31

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 yang bernilai lebih
dari atau sama dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 yang bernilai
kurang dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan

setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 32

BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kerja sama usaha; dan

b. kerja sama non-usaha.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling
menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat
Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa,
dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga
pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara

atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 33

Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan
pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengelolaan aset Desa.

Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM
Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau
prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko
kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola,

didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 34

Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat
(1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain
berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam
bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan
bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status
kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat
persetujuan Musyawarah Desa.

Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan

penasihat dan pengawas.

Pasal 36

Bentuk kerja sama usaha:
pengelolaan (joint operation);

a.
b. patungan (joint venture);

o

waralaba;

o

kemitraan dengan UMKM dalam wilayah Desa; dan

e. bentuk kerja sama usaha lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Bentuk kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d dilakukan setelah mendapat

persetujuan Musyawarah Desa.

Bentuk kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan

pengawas.

Pasal 37

Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:

a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
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b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan

dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 38

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari

hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1
(satu) tahun buku.

(2) Pembagian dan pemanfaatan Hasil usaha BUM Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Musyawarah Desa
tahunan BUM Desa..

BAB VII
PENUTUP

Pasal 39
Perubahan Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 19 Pebruari 2025

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd
PURWADI
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA JATILOR,

Telah ditandatangani
.| secara elektronik oleh:

SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes
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